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Menimbang  :

Mengingat

Meanetapkan

bahwa untuk mga%ma%aﬂ %ﬂegakan hukum sesual sistem
peraditan pidana terpadu, Kepolisian Negara Republik Indonesia
bertugas melakukan penvidikan findak pidana yang dilaksanakan -
“oleh Penyidik pada fungsi Heserss Kriminal Kepoiision Negara®
: -Republ;k Indonesia, diberi wewanang uniuk melakukan penyidikan,

mengkoordinasikan dan mengawasa serta membina PenyidikK

Proawal Negern Sipll, mska peniu o menefapken Peraturan Kepala -
Fepoisiail | Negdaia ﬂ%’;ﬁix%éiiiﬂ mdonesia  ientang  Koordinasi,
Pengawasan dan Pambinaan Penyidik Pagawai Negeri Sipil;

1. Undang-Undang Romor 2 Tahun 2002 lentang Henolisls
Megara Republik Indonesia {Lembaran Negara nc;puu;m
indonesia Tahun 2002 MNomor 2, Tambzhan Lembaran Negsara
Rapublik indonasia Mamor 4188);

2. Heputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 fentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonasia;

HERUTUSKAN:
PERATURAN RKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
IRDOMESIA TEMTANG KOORDINASI PENGCAWASAN DAN
PEMBIMAAN PENYIDIK PEGAWAL KEGERI SIPIL.

BAB 1
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: fPenyndgk ada ah Pejaba‘?: Polri atay. Pejabat egawan Negen S:pal terientu yaﬂg |
o .idacen wewenang knusus mieh Undang L?ndang untuk me%akukan ;}eny dikan

_’Penyndzk ngawas E\éegmrs Stpai yang selangutnya d&smgkat PPNS-,adaﬂah Pﬁgaba:

~ocPegawal  Negeri- Sipil: tertaniu yang - diberi: ‘wewenang khusus ‘oleh “Undang-

' -";-Undang uniuk meiakukam ‘penyidikan indak padana sesual Undang—Undang

. yang 'menjadi - dasar - hukumnya. masmg masing: dan - dalam. pelaksanaan
- iugasnya berada d; bawah Koordmasa dan Pengawasan Penyzdzk Pain

'Penynd ikan adaiah swangkazan tmdakan Penynd ik dalam hal dan menumt cara
©yang diatur dalam Undang-Undang- untuk mencari ‘serta- mengumpuikan bukti

yang . dengan buki iU membuat terang iemaﬂg tmdak pxdana yaﬂg terjadi dan
- guna menemukan Tersangkanya : : :

"Koomsnaﬁ adalah suam bernituk hubungan keria anfara Penyidik Polri dengan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan ‘penyidikan {indak pidana

ferteniu  yang menjadi dasar hukumnya, sesual sendi-sendi hubungan
fungsional.

Pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahzan terhadap pelaksanaan
penyidikan oleh Penyidik Pegawal Megeri Sipll uniuk menjamin agar seluruh
kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pembinaan adalah prosss kegiatan vang dilakukan secara berhasil guna dan
berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan PPNS di bidang teknis dan
takiis penyidikan.

Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberiken oleh Penyidilk Polii kepada
PPNS berupa bantuan Teknis, Taklis dan Upaya Paksa.

Banwan Teknis adalah bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembukiian
secara ilmiah (Scientific Crime Investigation).

Bantuan Takils adalah bantuan personel Polii dan peralatan Polri dalam rangka

penvidikan tindak pidana tertentu.




CiGelar Perkara adaiah kegsatan penyac%nk untuk memaparkan i'mdakaﬂ yang
.___f::-’akan/telah dilakukan dalam rangka penyidikan dan kesimpulan sementara, guna
.';mendapatkan tanggapanlmasuk&n sebagai- bahan pammbangan bagu penyi dtk
BN da%am menmdak anjut perkara yang dtangam S _

' -Pa;éaﬁ 2:

- 'Pe}aksanaan koordman dan pengawasan oieh Penysdlk Polri t@rhadap PPNS dilakukan
_-_.bei‘dasarkan asas

a = "'_kemandman yaitu kmmdmas; dan pengawasan dilaksanakan dengan tidak
S0 mengurangt ek&stens;lkebamcﬁaan departemen[ nstansi dan dijalankan secara
'_profesmnal

b _[_kebersamaan yaitu koordinasi dan . pengawasan fidak mengurangi integritas
: ' pim@man dan kewenangan masing-masing departemen/instansi; dan

(ﬁ. lagaliias, yaknl koordinasi dan pengawasan diselenggarakan berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku.

Pagal 3

Tujuan Polri melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS
adalah agar terwujud fungsi kepolisian yang profesional cleh PPNS sesuai peraturan
perundang-undangan.
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""'_:Tugas dan Wewenang PPNS dalaksanaﬁ(an sesual demgan Hukum Acara Pidana yang
“berlaku ‘dan ‘undang- une:iang yang' menjad i ‘dasar hukumnya masing-masing, dalam
: ':-;paiaksanaanr‘sya berada di bawah Rmsrdma& dan pengawasan penyﬁckk Pﬂ%ﬁ

B&B E§E
K@@RBEN&SE PENGAW&SAN DM@ PE?&%WMN

Qagaan Kesam
K@_mﬁmas;

Pé.saﬁ ﬁ

Penyidik Polri melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan iugas penyidikan
vang dilakuikan oleh PPNS.

Koordinasi ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuii:

a.

0

menerima laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan
oleh PPNS sarta meneruskan kepada Penuntut Umum;

mengikutl perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh
PPNS;

memberikan dukungan penyidikan secara akiif kepada PPNS;
memberikan peiunjuk teknis penyidikan kepada PPNS uniuk membantu

kecepatan dan panyempurnaan penvelesaian berkas perkara balk formil
maupun materiil;

e, menarima.....



(1)

@

a.
b.

_ '3melaksaﬂakaﬂ rapa‘i: koordmasz secara barka!a dengan penghubung _-:_:_:-:_'
T (L:alson Ofﬁcer) PPNS yang d;mn}uk e:iarz seﬁap depar‘{emenﬁnstaﬂsn

4 -'aaga.aﬁ.&is@'ué: |
P@ng&aﬁé&aﬁ 2

Pasai ?

Penyedli{ Poir; melakukan @engawasan terhac!ap pelaksanaan penyidikan yang
y d:ia%{ukaﬂ oleh PPNS

“Peﬂgawasan ssbagaumana damaksud pada avat (1) meliputi:
meng;kuti perkembangan proses penysciukan yang dilakukan PPNS;

'mengmdm dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara vyang

dilaksanakan PPNS;
meminia laporan kemajuan penyidikan;

mempe}ajari berkas perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya
kepada Peanuniut Umum apablia {elah memenuhi persyaratan formil dan
materiil;

m'angembalikan berkas perkara kepada PPNS disertal petunjuk untuk
disempurnakan, apabila belum memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada huruf d;

memberi petuniuk dalam penghentian penyidikan yang dilakukan oleh
PPNS; dan

melaksanakan supervisi bersama dengan deparlemenfinstansi terksit
kepada jajaran PPNGS di kewilayahan;



. sam de_'igam depaﬁemen/ms‘ian&

_ _'f,::;"___...{'mémbeﬁkan rekamendasa kepacia Men’ten Hukum dan HAM daiam rangka

o }_f’pengangkaian PPNS yang diusu ikain depariemenf nstansn daﬁ
g f*membenkan Kariu ‘%‘anda %(ewenangan PPNS R
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- PELAKSANAAN

ﬁagsaﬁ K%aiu
3 amuaﬂ >

?as‘:zaﬁ )
Penyidik Polri secara akiif berdasarkan tugas dan wewenangnya memberikan bantuan
“berupa petunjuk dan dukungan penyidikan yang diperiukan oleh PPNS.
Bagian Kedua
Pstunjuk
Pasal 10

- Pemberian petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

a. taklik dan teknik penyelidikan, yaitu mencari dan mengumpulican bahan
keterangan;,

b. takiik dan teknik penindakan, kecuall upaya paksa berupa penangkapan dan
penahanan;

c. takik.....
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Bemuk bantuan peny dlkan sebaga mana damaksud cia!am Pasai 9 meitpu‘ti
a | taktns ' ' |

b, tekms cﬁan

C. .-'upaya paksa!penmdakan yang wewenangnya tldak dirniliki ole%"a PPNS yang
L b@rsangku‘taﬂ
Pasal 12
(1)  Bantuan penyidikan dilakukan s@ja_k awal, pelaksanaan dan akhir penyidikan.
(2)  Awal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
a. seiak diterimanya pemberitahuan tentang laporan kejadian dar PPNS,
Penyidik Polri dan PPNE mempeiajari dan menganalisa secara bersama
untuk meneniukan apakah benar telah terjadi tindak pidana tertenty,
b. apabila iaporan kejadian tersebut merupakan tindak pidana terieniu maka

Penyidik Poirl meneruskan pemberiiahuan dimulainya penyidikan kepada
Penuntut Umum;

c. apabila dalam perkara tersebut ierdapat tindak pidana di luar
kewenangan vang menjadi dasar hukum PPNE, maka dilakukan
pelimpahan perkara kepada penvidik Polri;

d. dalam hal suaiu kejadian menyangkui beberapa findak pidana yang
menjadi kewenangan beberapa departemenfinsiansi yang membawahi
PPNS, maka penyidikan findak pidana tersebut dilakukan oleh penyidik
Polri dengan melibatkan PPNS vang terkait.

(3) Pelaksanaan....



TR p gaksanaan_?eny’ dgkaﬂ sebag&imana damakguﬁ pada ayai (‘%} mekpu‘h

a g mempeiagan befkas parkara yang dik mkan aieh PPNS dan mamber kan
R '--j-:pemn;uk kepaﬂa PPNS gma panyempumaaﬂ beﬁ(as perkara o

?'}-fb.'"’_".’.':cﬁaﬁam hal berkas perkara ‘telah memeﬂuhi syarat formil dan maﬁ;@mf

- .:peny dzk Po%n menyerahkan berkas g:serkara kepada Penumut Umum;

o c. -dakam hal ber‘kas perkara dikembal;kan oleh Penuntut Umum untuk

{1

(2)

{1}

(2)

il engkapa Penyldik Poilr berkewayban membantu PPNS melengkapi
-_berkas perkara sesual peiunguk @eﬂunﬁuﬁ l}mum

Pamgm‘? 2
Bantuan Takls
Pasal 13

Bantuan fakiis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi
personel Polri dan peralatan, yang terdiri dari:

a. tenaga penyidik;

b.  tenaga pengaiar,
c. peralatan untuk melaksanakan penyslidikan dalam rangka pengungkapan
kasus.

Dalam siiuast tertentu, bantuan taktis dapat diberikan kekuatan anggota Peiri.

Pasal 14

Permohonan parsonal dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
diajukan secara teriulis oleh pirmnpinan depariemenfinsiansi dengan memuat
keterangan tentang twjuan permohonan.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
a. Kabareskrim Poli pada tingkat Mabes Polri;
b. Dir Reskrim pada tingkat Polds;
C. Kapolwilfiabes pada tingkat Polwil/tabes; dan
G Kapoltabas/Kapolresfla pada tingkat Pollabes/Polresfia.
Paragraf.....
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: Fungs; ab@ratormm forenmk Bareskﬂm P@En sebagalmana dsmaksud da am Pasai 15
huruf a dngunakan uniuk ; e :

a -pemenksa&n bidang fisika fofensgk

b, -_pe_rnersksaan bidang kimia dan biofogi forensik;

c. ._pém'eriksa'an bidang dokumen dan uang palsu forensik; dan
d. ' pemeriksaan bidang balistik dan metalurgi forensik;

Paszal 17

{1y Permohonan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskiim Polii sebagaimana

' dimaksud Pasal 18 diajukan secara teriulis oleh pimpinan depariemenfinstansi

‘kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik (Kapuslabfor)/iKepala Laboratorium

Palri Cabang (Kalabpoleab) dengan memuat kelerangan tentang keladian, jenis,

jumiah, keadaan barang bukii dan bahan pembanding serta menjelaskan tujuan
pemeriksaan.

{2)  Surat Permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

melampirkan:

a. laporan kejadian;

b. laporan kemajuan; dan

c. beriiza acara penemuan, penvilaan, penyisihan, pembungkusan,

penyegelan barang bukii;

{3} Dalam kasus yang memerlukan bahan pembanding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilampirkan berita acara atau surat kelerangan mengenai
otentikasi atau keaslian bahan pambanding.

(4) Pengiriman Permohonan pemeriksaan diantar oleh  petugas  dar
departemen/insiansi peminia.
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:;Permohonan pemeriksaan dan pembuatan sebaga&mana dimaksud Pasal 18
- diajukan secara teriulis oleh g:stmpman departemen/insiansi kepada Kepala Pusat
Identifikasi (Kapusident) Bareskrim PolrifKepala Seksi Identifikasi (Kasi Ident) Dit

N Reskrim Polda, - dengan memuat keiemngan temang ke;adian dan meﬂjeiaskan

@

M

(2)

'tu;uan pemenksaaﬂ

-Sura'i: Permohonan pemenksaaﬁ sebagamaﬂa dimaksud pada avat (1) dengan

me ampsrkan

a iaperan kejadsan

b laporan kemajuan;

C. berita acara pemeriksaan saksiftersangka; dan

d déia_m perneriksaan sidik jari diserial dengan barang bukii sidik jari laten

dan sidik jari pembanding.

" Pasal 20

Fungsi Psikologl Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf ¢ berupa
pemeriksaan terhadap saksiflersangka tentang keadaan jiwanya, apakah
keterangan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Haslh pemeriksaan saksiflersangka sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dipergunakan sebagai perfimbangan bagl PPNS uniuk menentukan cara yang
efeklif dalam pemeriksaan.



)

(1)

(2}

(. F
o chunf e ‘harus “disertai - ‘aporan - perkembangan ‘penyidikan “dan alasan/
o per&mbangan seﬁa E(eadaan untuk meneniukan periunya dilakukan upaya

gaaksa

ﬁsasas m |

ﬁ" - EPemch@nan p@manksaaﬂ Ef’sska an iema. an. sakse!tersangka sabagaamana dama!{sud :
"o dalam Pasal 20 diajukan secara. tertulis oleh. pimpinan departemen/is nsiamn kepada i
e 'Kepaia Blro Psskaieg (E{ampsa) Pe nl%iepaia B}m Pes"sonﬁi (Karopmfs) P@Bda deﬂgaﬂ

iﬁmy@ Pa%{sa
Pa&saﬁ Eg |

Permohonan bantdan ‘Upaya paksa aebaga:mana dimaksud- da!am Pasal 11

-'Daiam hal PPNS diajukan sebagai termochon pra peradilan karena sah dan

tidaknya upava paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf ¢, maka

- penyidik Polr bersama PPNS memper&apkan jawaban dan bukii-bukli atas
: permohcnan dimaksud.

Pasal 23

Format permohonan cdukungan penvidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Keempat
Paiaksana

Pasal 24

Pelaksanaan Koordinas!, pengawasan dan pembinaan lerhadap PPNS dilakukan
secara berjenjang dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat kewilayahan,

Koordinasi, pengawasan dan pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditakukan oleh pengemban fungsi reserse kriminal.

Pasal 25

Analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan
PPNS dilaksanakan dalam rangka pengumpulan, pengoiahan, penyajian data guna
mendukung Pusat Informasi Kriminal Polri.

BAB VI
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-'-Pada gaa‘i peraiuraﬂ ini mulal ber%aku ma}{a

—— _'i’Petun;u%«; T@kms Kaﬁmig’ Nm Pﬁ! Jﬁmgsmw 111991 ianggai 259 {Jsugu 191

s :"(PPNSB

0. Petunguk Teknis E‘iap@m No. P@i MKMS:"!TN if’%@@’i iangga 29 Juli 1997
tentang Proses Penyidikan ”?mda%( Pidana oleh Peﬂyidsk Pegawai Megeri Sipil
(PPNS); dan

¢ Pefunjuk Pelaksanaan Kapolr No. Pol. : JUKLAK/37/VI/1991, tanggal 29 Jul
1891 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik Poiri dengan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini ditempatkan dalam Berita
Negara Republik indonesia.
Ditetapkan di  Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs, SUTANTO
JENDERAL POLIST

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2007

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 51



